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Assalamualaikum wr wb, Shalom, Om Swasti Astu, Namo Budhaya, 
Salam Kebajikan. 

Yang saya hormati,
1. Rektor Universitas Jember 
2. Wakil Rektor Universitas Jember
3. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
4. Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
6. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
7. Narasumber-narasumber
 Serta yang saya banggakan para mahasiswa kami, terutama yang 
telah menyelesaikan artikel / tesisnya sehingga dapat di-diseminasikan 
pada kesempatan ini. Selalu kami panjatkan puji syukur ke hadirat 
Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kita semua 
dapat berkumpul di acara International Dissemination: Innovation and 
Technology for Reformation in Public Sector Finance. Acara ini menjadi 
keberlanjutan dari kerjasama antara FEB ULM dengan FEB UNEJ. 
Tentunya kegiatan ini menjadi motor penggerak pencapaian indikator 
kinerja untuk unit fakultas masing-masing. Dengan mengusung tema 
besar ”Sektor Publik”, kami berkolaborasi dengan FEB UNEJ mencoba 
memberikan ruang eksplorasi bagi audiens untuk memperdalam peran 
inovasi IT di reformasi keuangan sektor publik.
 Dalam era yang terus berkembang ini, inovasi dan teknologi telah 
menjadi pendorong utama dalam mengubah berbagai aspek kehidupan, 
termasuk sektor publik dan keuangan. Transformasi ini muncul sebagai 
respon terhadap tuntutan masyarakat akan efisiensi, transparansi, dan 
akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana publik. Dalam 
acara ini, kita akan menjelajahi bagaimana inovasi dan teknologi dapat 
memainkan peran yang vital dalam reformasi keuangan sektor publik.
Salah satu poin penting dalam reformasi keuangan sektor publik adalah 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi hadir sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan ini dengan cara yang lebih efektif. Solusi 
seperti sistem keuangan berbasis teknologi blockchain memungkinkan 
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catatan transaksi yang tak terubah dan dapat diakses oleh berbagai 
pihak secara real-time. Ini tidak hanya mengurangi risiko kecurangan, 
tetapi juga memberikan keyakinan kepada warga negara bahwa dana 
publik digunakan dengan benar.
 Inovasi dan teknologi juga menghadirkan potensi untuk 
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik. 
Automasi proses rutin seperti pembayaran, pengelolaan anggaran, dan 
pelaporan dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Selain 
itu, analitik lanjutan yang ditenagai oleh kecerdasan buatan dapat 
membantu para pengambil keputusan untuk merumuskan strategi yang 
lebih baik berdasarkan pola data yang teridentifikasi, menghasilkan 
alokasi anggaran yang lebih cerdas dan efektif.
 Namun, pengimplementasian inovasi dan teknologi dalam sektor 
publik memerlukan pemberdayaan dan pendidikan yang baik. Sumber 
daya manusia perlu diberikan pelatihan dan pemahaman tentang 
teknologi yang akan diterapkan. Reformasi keuangan ini harus disertai 
dengan program-program pengembangan keterampilan agar para 
pegawai publik dapat menghadapi tantangan teknologi dengan percaya 
diri. Dengan pemberdayaan ini, sektor publik akan mampu mengambil 
manfaat maksimal dari potensi teknologi.
 Sebagai penutup, kita melihat bahwa inovasi dan teknologi 
adalah pilar penting dalam reformasi keuangan sektor publik. Dengan 
transparansi yang ditingkatkan, efisiensi yang ditingkatkan, dan 
pemberdayaan yang kuat, kita dapat membayangkan masa depan yang 
lebih cemerlang untuk keuangan publik. Namun, kita harus mengingat 
bahwa teknologi hanyalah alat; semangat reformasi yang kuat dan 
komitmen untuk pelayanan publik yang lebih baik tetap menjadi 
fondasi utama dalam mencapai tujuan ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb, Salam Sejahtera, Om Shanti Shanti Om.

                         Banjarmasin, Agustus 2023

     Dr. Atma Hayat, Drs, Ec, M.Si, Ak, CA.
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 ARTIKEL 11 ARTIKEL 11
CONTINUOUS AUDITING DAN COUNTINUOUS
MONITORING (CACM): TRANSFORMASI
PENGAWASAN SEKTOR PUBLIK DI ERA DIGITAL

Oleh : 
Dwi Puspita Sari
Wahyudin Nor

1.  PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Saat ini, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) selaku 
auditor internal sektor publik telah berubah. Tidak hanya sebagai 
watchdog yang melakukan pengawasan dari segi kepatuhan pada 
peraturan dan katalisator yang memberikan saran untuk dapat melakukan 
best-practice, tetapi juga menjadi strategic partner dan trusted advisor 
bagi manajemen pemerintahan untuk dapat meningkatkan efektivitas 
dalam pencapaian tujuan.  
 Perkembangan globalisasi, kompleksitas regulasi, tekanan 
kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi pemerintahan yang 
cepat, menyebabkan semakin tingginya tanggungjawab manajemen 
dan munculnya beragam risiko yang dapat mengancam pencapaian 
tujuan. Manajemen pada organisasi sektor publik harus merespon 
dengan tepat, sehingga sebagai strategic partner dan trusted advisor, 
APIP harus dapat memberikan nilai tambah dan informasi yang akurat 
dan cepat kepada manajemen, kapanpun informasi tersebut dibutuhkan. 
 Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat aliran 
informasi dan memperluas jangkauan penyebarannya, termasuk pada 
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organisasi sektor publik di Indonesia. Kita sudah mulai terbiasa dengan 
sistem berbasis teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah, 
seperti e-budgeting, e-payment, e-procurement, dan sebagainya. Biaya 
interaksi dapat ditekan melalui penggunaan teknologi seperti ini. 
 Pada tahun 2016, dalam Seminar Nasional AAIPI (Asosiasi 
Auditor Internal Pemerintah Indonesia), terdapat pembahasan mengenai 
salah satu inovasi di bidang pengawasan yang disebut dengan CACM 
(Continuous Auditing dan Countinuous Monitoring). CACM adalah 
bentuk transformasi yang dapat dilakukan oleh APIP dan manajemen 
dengan memanfaatkan teknologi, yang bertujuan untuk memberikan 
solusi atas kelemahan dan celah dalam proses pengawasan trandisional. 
Continuous Auditing dilakukan oleh APIP dan Countinuous Monitoring 
dilakukan oleh manajemen pada organisasi sektor publik. Kedua 
konsep ini tidak dapat dipisahkan, dan penerapannya akan sangat ideal 
jika dilakukan bersamaan.  
 CACM dapat menjadi alat untuk peningkatan kapabilitas, baik 
manajemen maupun APIP. Sampai dengan saat ini, budaya yang umum 
dipakai di Indonesia adalah post monitoring dan post audit. CACM 
adalah audit dan monitoring berkelanjutan, dimana pengawasan 
dilakukan secara terus menerus, terhadap semua tahapan manajemen 
sektor publik, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan. 
Konsep CACM masih tergolong baru di Indonesia, dan belum dikenal 
secara luas oleh organisasi-organisasi sektor publik. Dengan latar 
belakang inilah, permasalahan yang akan disajikan pada tulisan ini 
adalah bagaimana gambaran terkait konsep dan penerapan CACM, 
bagaimana keterkaitan CACM dengan Three Lines Model dan Apakah 
CACM dapat dipakai untuk memaksimalkan fungsi efektivitas dan 
efisiensi pada organisasi-organisasi sektor publik Indonesia.

2. PEMBAHASAN
2.1 Teori Keagenan 
Teori keagenan mendefinisikan organisasi sebagai sekumpulan kontrak 
antara pemilik sumber daya atau disebut prinsipal, dengan pengurus 
penggunaan dan pengendalian sumber daya, yang disebut agen. 
Terdapat dua permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya hubungan 
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keagenan ini. Masalah yang pertama adalah terjadinya asimetris 
informasi, yang disebabkan pihak prinsipal mempunyai informasi 
lebih daripada agen. Masalah yang kedua adalah konflik kepentingan 
yang disebabkan oleh tujuan yang tidak selaras antara prinsipal dan 
agen (Jensen & Meckling, 1976).  
 Asimetris informasi dan ketidakselarasan tujuan adalah dua 
masalah yang diharapkan dapat diatasi dengan adanya audit dan 
monitoring berkelanjutan (CACM). CACM dapat memberikan 
transparansi data dari segala proses, kegiatan dan transaksi yang 
dilakukan. Semua pihak yang berkepentingan juga dapat memastikan 
semua proses tersebut tetap sejalan dengan tujuan organisasi.
 Audit dan monitoring berkelanjutan ini tentunya harus didukung 
dengan tata kelola teknologi informasi yang baik, sehingga dapat 
menjamin tersedianya data yang berkualitas, andal, akurat dan cepat. 
Semakin andal data yang dihasilkan, segala keputusan yang diambil 
berdasarkan data tersebut akan semakin tepat. 

2.2 Transformasi Auditor Internal 
Auditor internal berasal dari organisasi pemerintah yang memiliki 
kewenangan untuk melakukan penilaian independen sebagai suatu 
bentuk jasa bagi perusahaaan. Penilaian yang dilakukan terkait dengan 
ketelitian, keandalan, efisiensi, dan keakuratan catatan-catatan, aktivitas 
dan pengendalian organisasi. Tujuannya adalah untuk membantu 
manejemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya, dalam hal ini 
dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai 
kegiatan yang di audit (Lusiana dkk, 2016). 
 Untuk melakukan tanggungjawabnya, auditor internal melakukan 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
1. Menelaah memadai atau tidaknya penerapan sistem pengendalian 

operasional serta mengembangkan pengendalian alternatif yang 
lebih efektif. 

2. Memastikan kebijakan yang ada telah diataati, begitu juga dengan 
rencana, prosedur dan standar operasional organisasi. 

3. Memastikan pertanggungjawaban penggunaan aset perusahaan, 
untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan dan kecurangan. 

4. Mengelola data yang dikumpulkan dan dimiliki organisasi. 
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5. Menilai pekerjaan dalam organisasi berdasarkan standar mutu dan 
best practice. 

6. Menyarankan rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk 
peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi. 

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan internal auditor berfokus 
pada pencegahan kecurangan, pendeteksian dan penginvestigasian 
kecurangan. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa lembaga auditor 
internal, seperti: 
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dibentuk dengan 

Keputusan Presiden untuk bertanggung jawab kepada Presiden 
dalam hal audit internal pemerintah pusat. 

2. Inspektorat Jenderal Kementerian/Unit Pengawasan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, sebagai auditor internal yang 
bertugas pada lembaga masing-masing. 

3. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, merupakan auditor internal 
di lingkungan pemerintahan daerah. 

4. Satuan Pemeriksa Intern pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

 Auditor internal dari masa ke masa, terus melakukan transformasi. 
Transformasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu ‘transform’ yang artinya 
perubahan menjadi lebih baik. Perubahan ini dapat terjadi secara 
berangsur-ansur hingga tahap tertentu yang diharapkan, sebagai akibat 
dari adanya respon terhadap pengaruh internal dan eksternal.  
 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1983 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 
dalam rentang waktu tahun 1983 – 2000, kegiatan audit adalah 
penugasan utama auditor internal. Pelaksanaan peran watchdog 
dilakukan dengan objektif dan efektif, berfokus pada kepatuhan.  
 Fungsi watchdog mengalami pergeseran dengan dikeluarkannya 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 
Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam rentang 
waktu 2001 – 2013, APIP berperan sebagai katalisator dan konsultan, 
untuk melakukan pendekatan pencegahan serta pembinaan.  
 Pada tahun 2014 sampai tahun 2022, dengan ditetapkannya 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 
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Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, APIP 
bertransformasi menjadi trusted advisor. Kepercayaan dan ekspektasi 
yang tinggi dari stakeholder menuntut APIP untuk menghasilkan 
pengawasan yang relevan, tepat kualitas dan cepat, sehingga hasil 
pengawasan dapat diandalkan oleh pengambil keputusan. Efektivitas 
peran audit internal ini memerlukan adanya sinergi dengan unsur 
manajemen. 
 Tingkat kematangan organisasi dan unit audit internal yang 
dikemukakan oleh Pitt (2014) level tertinggi dicapai apabila aktivitas 
audit telah terstruktur, sistematis, dapat memenuhi ekspektasi 
para pemangku kepentingan dan berfokus pada prioritas strategis 
(embedded).  Selain itu, aktivitas audit harusnya menjadi pelayanan 
unggulan dalam organisasi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi 
mutakhir, data dilakukan secara kolektif dan semua sumber daya 
manusia telah ahli dan berpengalaman mengoperasikannya. Fase ini 
hanya bisa dicapai apabila terjadi interaksi yang intensif antara manusia 
dan mesin.  

2.3 Konsep Continuous Auditing  
Continuous Auditing menurut (Rezaee et al., 2018) adalah sebuah proses 
pengauditan secara komprehensif menggunakan media elektronik 
untuk mengolah data secara berkelanjutan dan simultan, agar dapat 
menghasilkan tingkat penjaminan dan pengungkapan informasi yang 
berkualitas. 
 Global Technology Audit Guide (Coderre, 2005) mendefinisikan 
continuous audit sebagai sebuah metode untuk mengidentifikasi dan 
menganalisis keseluruhan proses aktivitas bisnis yang disajikan melalui 
data-data dengan menggunakan teknologi. Cakupan objek continuous 
audit lebih luas dibandingkan audit tradisional, sehingga dapat 
memungkinkan identifikasi temuan yang lebih teliti. Namun, perlu 
digarisbawahi bahwa continuous audit tidak untuk menghapuskan audit 
tradisional, melainkan kolaborasi untuk memfasilitasi kebutuhan data. 
Perbedaan continuous audit dan audit tradisional dapat digambarkan 
pada tabel berikut: 
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Tabel 1 Perbedaan Audit Tradisional dan Continuous Auditing

Audit Tradisional Continuous Auditing 
Retrospektif (cyclical) Berkelanjutan (continuous) 

Fokus audit pada semua transaksi 
dan tumpukan bekas 

Fokus audit pada transaksi irregular 
dan judgement profesional 

Evaluasi perperiode Asesmen terus menerus 

Pengujian membutuhkan waktu 
yang lebih lama 

Pengujian menjadi lebih cepat 

Sampel transaksi terbatas Pengambilan  data  populasi  
dapat dimaksimalkan dengan bantuan 
data aplikasi 

Sumber: Global Technology Audit Guide (2005)

Manfaat continuous audit diantaranya adalah meningkatkan 
kemampuan untuk melakukan mitigasi risiko, mengurangi biaya 
dalam melakukan pengendalian internal, meningkatkan kemampuan 
keuangan, menyempurnakan operasi keuangan dan mengurangi 
kesalahan dalam aktivitas keuangan dan potensi adanya kecurangan 
(fraud). Continuous audit dapat memberikan peringatan dini akan 
aktivitas tidak biasa, sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk 
menghindari risiko lebih besar yang dapat terjadi. 
 Langkah-langkah implementasi continuous audit menurut Global 
Technology Audit Guide (Coderre, 2005) adalah: 
1. Penetapan strategi audit 
 Penetapan strategi audit memerlukan adanya koordinasi dengan 

manajemen selaku pemilik risiko dan pengawas risiko. Koordinasi 
ini bertujuan untuk menetapkan prioritas dan memperoleh 
dukungan manajemen. Hasil dari koordinasi ini sebagai dasar untuk 
menyesuaikan rencana audit dan spesifikasi indikator continuous 
audit yang dilakukan. 

2. Perolehan data rutin 
 Perolehan data rutin memerlukan izin akses dari manajemen. Data 

ini akan digunakan untuk menganalisa kapabilitas manajemen dan 
menentukan teknik audit berkelanjutan.  Auditor harus melakukan 
validasi atas keandalan data. 
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3. Penentuan indikator-indikator audit 
 Penentuan indikator-indikator continuous audit dilakukan dengan 

asesmen dan pengendalian risiko. Pada tahap ini, ditentukan 
pengendalian kunci dan risiko yang dapat terjadi dalam pencapaian 
tujuan. 

4. Pelaporan hasil audit dan rekomendasi.  
 Tahap pelaporan pada continuous audit dibangun dari metodologi 

berulang (reviu, analisis, rekomendasikan, catat dan pantau 
tindak lanjutnya. Hasil audit berkelanjutan dijadikan dasar untuk 
memfasilitasi keputusan manajemen berkelanjutan, dan kemudian 
dilakukan monitoring berkelanjutan dengan penyesuaian strategi 
audit apabila terjadi perubahan kondisi pada manajemen.

 

2.4 Konsep Continuous Monitoring 
Continuous monitoring didefinisikan sebagai sebuah mekanisme 
umpan balik oleh manajemen untuk memastikan berjalannya sistem 
operasi dan transaksi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Sarwar 
et al., 2010). Manfaat continuous monitoring adalah meningkatkan 
kemampuan manajemen untuk menegidentifikasi dan mengendalikan 
masalah, mengurangi kemungkinan kesalahan dan kecurangan, 
meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi overpayment, dan 
meningkatkan kepuasan stakeholders terkait pelayanan berkualitas dan 
dan berintegritas. 
 Menurut Lusiana dkk (2016), kesuksesan manajemen organisasi 
sektor publik tidak lepas dengan tiga peran utamanya di dalam 
masyarakat, yaitu sebagai: 
1. Pihak yang menetapkan segala regulasi. Tanpa regulasi yang 

baik dan efektif, akan terjadi kekacauan dan ketimpangan dalam 
masyarakat. 

2. Penjamin atas kelancaran aktivitas penerapan regulasi yang dibuat. 
3. Pengendali dan pengawas atas segala aktivitas publik. 

 Dilihat dari ketiga peran ini, pelaksanaan monitoring kondisi 
masyarakat berkelanjutan adalah sebuah urgensi untuk tercapainya 
cita-cita pemerintahan yang baik (good governance). 
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2.5  Penerapan Continuous Auditing dan Continuous Monitoring 
(CACM) 

Tantangan penerapan CACM adalah adaptasi. Manajemen dan APIP 
harus memiliki kemampuan untuk membaca, mengumpulkan, dan 
menganalisa data yang dihasilkan oleh aplikasi. Integrasi aplikasi 
juga bukanlah hal yang mudah, terutama ditengah keterbatasan sarana 
prasarana pendukung. Selain itu, pembuatan data yang terstruktur 
untuk dapat dikompilasi dan diintegrasikan akan memerlukan waktu 
yang panjang. 
 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan Continuous 
Auditing dan ContinuousMonitoring sekaligus menurut (Vasarhelyi et 
al., 2006) antara lain adalah: 
1. Dukungan manajemen 
 Faktor ini sangat krusial dalam mempengaruhi keputusan penerapan 

CACM, karena terkait dengan persetujuan dan perizinan dalam 
memberikan akses data. 

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia 
 Pengembangan CACM berkaitan erat dengan pemanfaatan 

sejumlah alat teknologi dan data digital, tentunya kesuksesan 
implementasinya akan sangat bergantung kepada kompetensi 
Sumber Daya Manusia yang memadai.  

3. Manfaat dan Biaya 
 CACM dapat diadopsi apabila berdasarkan hasil pertimbangan 

manajemen manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada biayanya. 
4. Dukungan regulasi 
 Keberadaan regulasi yang menjadi standar kewajiban CACM akan 

membantu implementasi menyeluruh. 

 Konsep CACM memerlukan kombinasi pemanfaatan teknologi 
dan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Hubungannya 
dapat digambarkan pada gambar berikut ini: 
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Gambar 1. Konsep Penggunaan Teknologi dalam CACM (Ferianto, 2020)

a. Data Input 
 Dalam tahapan data input, akan dilakukan data penting terkait 

kondisi terkini. Setelah dikumpulkan akan dilakukan cleansing dan 
pemberian kode tertentu sehingga data dapat diolah dan dianalisis.

b. Data Analisis 
 Data hasil input dianalisis melalui jenis-jenis analisis seperti analisis 

deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Analisis deskriptif 
merupakan pandangan visual yang efektif untuk menyimpulkan 
‘apa yang terjadi’. Analisis biasanya dalam bentuk rankuman 
data-data atau dashboard. Analisis diagnostik memanfaatkan hasil 
analisis deskriptif untuk menyimpulkan ‘mengapa itu terjadi’. Pada 
fase ini, dipelajari konektifitas data untuk mengindentifikasi pola 
keterhubungan. Analisis prediktif digunakan untuk melakukan 
prediksi logis atas kemungkinan di masa depan. Model yang 
dilakukan umumnya berupa statistik yang akurat untuk kualitas 
hasil prediksi. Dan snalisis preskriptif mengintegrasikan semua hasil 
analasis sebelumnya untuk pengambilan tindakan dan keputusan. 

c. Data Output 
 Output dari data analisis adalah infografis yang dinamis untuk 

pengguna data, sehingga segala kepentingan untuk melakukan 
sortir, membandingkan, melihat tren dan pengambilan dasar 
keputusan dapat dilakukan. 

d. Pemanfaatan 
 Hasil output akan dimanfaatkan untuk sumber pengambilan langkah 

strategis. 
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 Singkatnya, penerapan CACM di Indonesia dapat dilakukan 
apabila tersedia aplikasi (tools), contohnya aplikasi Siswaskeudes 
(Sistem Pengawasan Keuangan Desa), yang dikembangkan BPKP 
untuk pengawasan atas pengelolaan keuangan desa.  Mengawasi 
hampir 75.000 desa di Indonesia tentunya hal yang mustahil jika 
dilakukan secara tradisional. Melalui aplikasi Siswaskeudes, APIP 
dapat melakukan teknik audit berbasis komputer dengan pendekatan 
risiko, dan karena dokumentasi proses dan hasil pengawasan sistematis 
dan rapi, maka CACM dapat dilakukan. CACM dapat memudahkan 
pengawasan pengelolaan desa oleh APIP. 
 Menurut Putro dan Pertiwi (2020), tahapan yang dilakukan 
untuk penerapan CACM melalui Siswaskeudes dimulai dengan 
tahap perencanaan audit. Tahapan ini berupa koneksi database untuk 
melakukan kompilasi database siswaskeudes. Kemudian diisi faktor-
faktor risiko untuk menentukan desa prioritas, dan penentuan desa ini 
akan mempengaruhi jumlah tim audit dan monitoring yang ditetapkan. 
Tahapan kedua adalah pelaksanaan audit dan monitoring, berupa 
survei pendahuluan, pengujian pengendalian internal dan pengujian 
substantif. Kemudian Tahap ketiga adalah pengumpulan hasil temuan 
dan pelaporan hasil pengawasan. 
 Contoh lain penerapan CACM di Indonesia juga dilakukan oleh 
Bappenas, melalui penggunaan aplikasi SIMBAR (Sistem Informasi 
Pembayaran). Inisiasi SIMBAR dimulai pada tahun 2012, pada saat 
itu aplikasi SIMBAR hanya sebagai aplikasi pembayaran. Pada tahun 
2018, SIMBAR juga digunakan sebagai aplikasi untuk monitoring 
yang dapat diintegrasikan dengan diintegrasikan dengan aplikasi lain 
seperti SILAYAR (Sistem Integrasi Lacak Pembayaran), aplikasi 
presensi, aplikasi gaji, aplikasi pajak dan aplikasi e-Audit. 

2.6 CACM dan Three Lines Model 
CACM erat kaitannya dengan konsep Three Lines Model, yaitu sebuah 
model yang membedakan fungsi organisasi menjadi tiga bagian 
menjadi pertahanan lapis pertama yaitu pemilik risiko, pertahanan 
lapis kedua yaitu fungsi yang menangani risiko dan pertahanan lapis 
ketiga yaitu pihak yang menjamin secara independen (The Institute of 
Internal Auditors, 2020). 
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1. Pertahanan Lapis Pertama 
 Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh fungsi yang merupakan 

ujung tombak dan garis depan organisasi. Dalam hal ini, fungsi ini 
diharapkan untuk dapat: 
a. Memastikan tersedianya lingkungan pengendalian organisasi 

yang kondusif 
b. Menerapkan kebijakan terkait dengan risiko yang muncul pada 

saat peran dan tanggungjawab mereka dilaksanakan untuk 
pencapaian tujuan. Kebijakan harus dibuat dan faktor risiko 
harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 

c. Mampu menunjukkan penerapan pengendalian yang efektif 
pada unit organisasi, serta memantau transparansi dan efektifitas 
pengendalian internal tersebut. 

2. Pertahanan Lapis Kedua 
 Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi yang mengelola 

manejemen risiko. 
 Fungsi pertahanan lapis kedua ini adalah: 

a. Bertanggungjawab dalam pengembangan penerapan manajemen 
risiko organisasi. 

b. Melakukan pengawasan terhadap fungsi organisasi yang 
dilaksanakan dalam kebijakan risiko dan memastikan segala 
prosedur dan standar operasionalnya telah ditetapkan organisasi. 

c. Memantau dan melaporkan hasil pengawasan terkait riiko 
kepada manejemen yang memiliki akuntabilitas tertinggi di 
organisasi. 

3. Pertahanan Lapis Ketiga 
 Pertahanan lapis kegita dilaksanakan oleh auditor, yang independen 

terhadap aktivitas organisasi perusahaan. Fungsi ini diharapkan 
dapat: 
a. Melakukan evaluasi dan reviu berkala terhadap pembentukan 

dan penerapan manajemen risiko secara komprehensif. 
b. Memastikan pertahanan lapis pertama dan kedua berjalan sesuai 

dengan ketentuan dan tujuan yang ditetapkan organisasi. 

 Dalam Three Lines Model, APIP sebagai pertahanan lapis 
ketiga harus dapat memberikan continuous auditing (pengawasan 
berkelanjutan). Sedangkan manajemen dan pengelola risiko sebagai 
pertahanan pertama dan kedua harus melakukan continuous monitoring 



162 Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance  BUNGA RAMPAI

(monitoring berkelanjutan). Monitoring berkelanjutan dilakukan untuk 
memastikan kebijakan, prosedur dan proses bisnis berjalan efektif. 

2.7 CACM untuk Organisasi yang Efektif dan Efisien 
Menurut Lusiana, dkk. (2016) beberapa inovasi yang harus dilakukan 
terkait dengan efektivitas dan efisiensi pemerintahan diantaranya: 
1. Pemangkasan struktur dan praktek yang terlalu banyak, untuk 

meningkatkan produktifitas organisasi dengan cara efesien. Hal ini 
dapat dilakukan dengan penentuan prioritas melalui pengukuran 
risiko. 

2. Membuat unit-unit pertanggungjawaban sebagai pendelegasian 
wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya. 

3. Pengambilan keputusan secara cepat dengan memanfaatkan sistem 
informasi yang handal. 

4. Menumbuhkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya pengukuran 
kinerja non finansial, untuk optimalisasi outcome. 

 CACM dapat mendukung tercapainya inovasi tersebut. Seperti 
definisinya, CACM adalah sebuah fungsi yang dilakukan dengan 
proses berkesinambungan, komprehensif dan terus-menerus dengan 
menggunakan teknologi informasi sebagai tonggak penggerak dalam 
sebuah organisasi. Berbeda dengan kebiasaan tradisional yang masih 
menggunakan sistem manual dan mengandalkan kegiatan observasi 
langsung, CACM menggunakan automasi dan memberikan keuntungan 
dalam hal peningkatan performa dan penghematan waktu (efisiensi). 
 Hiererra & Sarayar (2014) menggambarkan dampak pengawasan 
dengan metode tradisional dibandingkan dengan menggunakan 
CACM. Gambar tersebut menunyajikan data kunjungan audit dan 
pengaruhnya terhadap efektifitas pengawasan. Pada audit trandisional 
(konvensional), efektivitas pengawasan meningkat setelah dilakukan 
kunjungan, namun setelah beberapa waktu akan menurun kembali 
diantara selang waktu kunjungan audit tersebut. Hal ini disebabkan 
kecenderungan manusia untuk kembali pada kebiasaan ketika merasa 
tidak dawasi.  

 



Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance  BUNGA RAMPAI 163

Gambar 2. Pengaruh Audit Tradisional terhadap Efektivitas Organisasi 
(Hiererra & Sarayar, 2014 dikembangkan secara pribadi oleh penulis)
 Pada CACM, periode pengawasan dilakukan berkelanjutan dan 
terus menerus. Segala permasalahan dapat terdeteksi dengan cepat dan 
dapat diperbaiki dengan akurat saat itu juga. CACM membuat auditor 
dan pengawas dari manajemen akan lebih sering melakukan kontak 
dengan objek yang diawasi. Menurut Hiererra & Sarayar (2014), 
keuntungan menggunakan 
CACM antara lain: 
1. Mengurangi waktu tunggu 
2. Pengawasan dapat dilakukan ketika terdapat celah pengendalian 
3. Pengawasan dapat dilakukan dengan memeriksa populasi, tanpa 

harus menambah biaya yang dikeluarkan. 
4. Pengawasan mempunyai lebih banyak alternatif, karena tidak 

terkendala waktu dan sumber daya pemeriksa. 

 Tentunya hal ini akan membuat efektivitas organisasi meningkat, 
seperti terlihat pada gambar berikut ini: 
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(Hiererra & Sarayar, 2014 dikembangkan secara pribadi oleh penulis)

Gambar 3. Pengaruh CACM terhadap Efektivitas Organisasi 

3. KESIMPULAN
Perkembangan globalisasi, kompleksitas regulasi, tekanan kebutuhan 
masyarakat dan perubahan kondisi pemerintahan yang cepat, 
menyebabkan semakin tingginya tanggungjawab manajemen dan 
munculnya beragam risiko yang dapat mengancam pencapaian 
tujuan. Manajemen pada organisasi sektor publik harus merespon 
dengan tepat, sehingga sebagai strategic partner dan trusted advisor, 
APIP harus dapat memberikan nilai tambah dan informasi yang 
akurat dan cepat kepada manajemen, kapanpun informasi tersebut 
dibutuhkan. Diperlukan inovasi berupa proses pengauditan yang secara 
komprehensif menggunakan media elektronik untuk mengolah data 
secara berkelanjutan dan simultan, agar dapat menghasilkan tingkat 
pengungkapan informasi yang cepat dan berkualitas. CACM adalah 
salah satu solusi yang dapat diterapkan. 
 Berbeda dengan kebiasaan tradisional yang masih menggunakan 
sistem manual dan mengandalkan kegiatan observasi langsung, 
CACM menggunakan automasi dan memberikan keuntungan dalam 
hal peningkatan performa dan penghematan waktu. Keuntungan 
menggunakan CACM dari segi efisiensi antara lain mengurangi waktu 
tunggu, pengawasan dapat dilakukan ketika terdapat celah pengendalian, 
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pengawasan dapat dilakukan dengan memeriksa populasi, tanpa harus 
menambah biaya yang dikeluarkan, serta pengawasan mempunyai 
lebih banyak alternatif, karena tidak terkendala waktu dan sumber daya 
pemeriksa. 
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